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PENGESAHAN 

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap 

bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan; 

2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi 

secara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; 

3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan 

sepanjang pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini; 

4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai 

dilaksanakan; 

5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan 

mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya; 

6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Peraturan 

KPU, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku; 

7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani. 

 

Disahkan  di   Aimas  

Pada Tanggal 5 Januari 2023 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SORONG, 

 
 
 

 
FRENGKI DUWITH 



 

 

 

 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SORONG 

Nomor SOP :  05.7/ORT.06/9601/2023  

Tanggal Penge sahan :  5 Januari 2023  

Disahkan oleh : KETUA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN  SORONG, 

 
 
 
 
 

FRENGKI DUWITH 

 

Nama SOP : PENGISIAN LHKPN KPU KABUPATEN SORONG  

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dab Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

5. Surat Edaran MENPAN RB Nomor 
SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Kekayaan 
Pejabat Negara; 

6. Surat Edaran MENPAN RB Nomor 01 Tahun 2015 
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara; 

7. Keputusan KPK Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan 
LHKPN. 

1. Semua Anggota KPU Kabupaten Sorong, Sekretaris, PPK, dan Bendahara  



KETERKAITAN : PERLENGKAPAN : 

SOP Kepegawaian 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) 
2. Printer 
3. Jaringan Internet 
4. Buku Pedoman/SBU 
5. Alat Tulis Kantor 
6. Media Penyimpanan/Flashdisk 
7. Lemari Arsip 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Kepatuhan 
LHKPN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong 
100 % 

Dicatat secara database elektronik dan manual 
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